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KPPU STOP PENANGANAN LAPORAN DUGAAN KARTEL BIAYA ATM LINK DAN
TURUT AWASI BIAYA ATM ANTARBANK LAIN

Jakarta (21/7) - KPPU telah selesai melakukan proses Klarifikasi Laporan atas dugaan
pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) terkait dugaan penetapan harga dan kartel dalam
pengenaan biaya cek saldo dan penarikan tunai di jaringan ATM Link dan menyatakan untuk
menghentikan proses penegakan hukum atas laporan tersebut. Hal ini mengingat tidak
adanya minimal 1 (satu) alat bukti yang menunjukkan adanya tindakan para Terlapor telah
melakukan penetapan harga dan kartel dalam pengenaan biaya cek saldo dan penarikan tunai
melalui penggunaan ATM Link. Selain itu pihak Pelapor juga telah mencabut laporannya ke
KPPU, karena para Terlapor tidak melaksanakan rencana pengenaan biaya cek saldo dan
dan penarikan tunai di jaringan ATM Link.

Sebagai informasi, atas setiap laporan yang masuk, KPPU akan melakukan proses
klarifikasi atas laporan tersebut. Klarifikasi dilakukan untuk memeriksa kelengkapan
administrasi laporan, kebenaran identitas Pelapor, kebenaran identitas Terlapor, kebenaran
alamat Saksi, kesesuaian dugaan pelanggaran UU 5/1999 dengan pasal yang dilanggar
dengan alat bukti yang diserahkan oleh Pelapor, serta menilai kompetensi absolut terhadap
laporan.

Meskipun penanganan laporan telah ditutup, KPPU tetap akan melakukan upaya
advokasi dan pengawasan terhadap pengenaan biaya cek saldo dan penarikan tunai ataupun
biaya jasa lainnya oleh ATM Link. Selain itu, saat ini KPPU juga memperluas pengawasan
atas indikasi atau potensi dugaan praktik penetapan harga dan kartel kepada pengenaan
biaya jasa melalui jaringan ATM antar bank lainnya. KPPU tetap dapat melakukan proses
penegakan hukum melalui mekanisme inisiatif, apabila dikemudian hari ditemukan adanya
indikasi perilaku penetapan harga dan kartel dalam biaya jasa antar bank diantara para pihak
terkait.

Hitt
Catatan bagi Jurnalis:

1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah Abdul Hakim Pasaribu, Direktur
Advokasi Persaingan dan Kemitraan.

2. Siaran pers ini dipublikasikan pada 21 Juli 2021 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja
Sama, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Pertanyaan
terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id
atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh KPPU.




3. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman
https://kppu.go.id/siaran-pers/. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial
KPPU di Twitter (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), dan Instagram (@kppu_ri).

Terima kasih.
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